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Problematika Pada Peraturan Pemilihan RT Dalam Citizen Justice Yang
Mewajibkan Ber-KTP Domisili

|. Pendahuluan

Proses pemilihan RT kerap Kkali di laksanakan oleh warga di suatu pemukiman. Pada dasarnya pemilihan
RT dipilih melalui hasil pemungutan suara terbanyak.[1] Pada pemilihan RT seseorang harus memenuhi
persyaratan khsususnya mempunyai KTP Domisili.[2] Namun, persyaratan ini bervariasi tergantung pada
peraturan pada daerah masing-masing. Sehingga sebaiknya mengecek terlebih dahulu persyaratan yang berlaku
di wilayah tersebut.[3]

Pada wilayah tertentu memang memiliki peraturan dan kebijakan masing-masing. Seperti Wilayah A
yang syaratnya untuk menjadi RT wajib mempunyai KTP domisili.[4] Jika seseorang tidak memiliki KTP domisili
maka tidak akan bisa menjadi RT. Secara hukum seseorang yang tidak ber-KTP Domisili maka tidak bisa menjadi
RT. Hal tersebut banyak orang yang tidak ber-KTP domisili tidak bisa menjadi RT.[5]

RT sebagai unit pemerintahan terendah, hubungan langsung dengan masyarakat.[6] Yang artinya RT
merupakan hubungan terakhir dengan masyarakat, bukan tingkat kelurahan/kecamatan/kabupaten. RT juga
berperan sangat besar serta memiliki arti penting bagi warganya. Serangkaian tugas yang diberikan pemerintah
juga dijalankan RT lewat peraturan yang berlaku. Sehingga pentingnya peranan RT diperlukan anggota pengurus
RT yang berkualitas juga.[7]

Pada dasarnya pemilihan RT telah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.[8] Namun cara pemilihan
RT berbeda-beda tergantung daerah atau desa masing-masing. Pemilihan RT juga dapat dilakukan secara
langsung dan tidak langsung. Tujuan dibentuknya RT ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemilihan RT harus memiliki mekanisme dan syarat-syarat yang jelas.

Pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peraturan pemilihan RT. Yang dimana calon RT
tersebut wajib memiliki KTP Domisili. Maka peneletian saat ini penulis ingin membahas perlu adanya tindakan
bagi warga. Yang dimana warga yang diluar KTP Domisili dapat berkesempatan menjadi calon RT. Dan tindakan
hukum warga yang memaksa yang ber-KTP Domisili untuk menjadi RT.

Rumusan masalah: Mengatasi permasalahan pada proses pencalonan RT mengenai peraturan kewajiban
ber-KTP Domisili

Pertanyaan penelitian: Apakah untuk menjadi RT wajib memiliki KTP Domisili?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 11 https://sdgs.un.org/goals/goalll

1. Metode

Metode penelitian yang saya gunakan pada saat ini yaitu menggunakan metode normatif empiris yang dimana
penelitian ini dilakukan secara berlangsung sebab proses pemilihan RT tersebut masih berkelanjutan di ruang
lingkup manapun dan tidak akan berakhir. Sebab Proses pemilihan RT ini dilakukan oleh warga dari masing-
masing wilayah yang dimana didalam proses tersebut terkadang ada konflik atau unsur pemaksaan dalam
pemilihan calon RT yang dimana orang tersebut ber-KTP Domisili. Adapun tidak adanya kesempatan bagi
seseorang yang tidak memiliki KTP Domisili untuk bisa menjadi RT tersebut. Dalam penggunaan metode ini
bertujuan agar pendekatan dan analisis memiliki suatu kesamaan supaya kedua hasil tersebut dapat memunculkan
nilai-nilai hukum yang sesuai dengan norma yang telah diterapkan dalam Undang-Undang.


https://www.zotero.org/google-docs/?2RTXBG
https://www.zotero.org/google-docs/?oqzqEL
https://www.zotero.org/google-docs/?RESHDA
https://sdgs.un.org/goals/goal11
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